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TENTAN{;
I'ENERTIIIAN PEIJGGUNAAN HASIL PRODUKSI TAI\AH KAS DESA

(TKD) DALAM KABUPATEN BATANG HARI

Merr intbang

DENG,\I- RAHIVIAT TUHAN YANG VlAHA ESA

BLiPA'|I BATANG IIARI.

: a. balrrl,a keberadaarr TKD merupakan surnber
pendapatan ciesa dan kekavaan penterintahan desa van_e
perlu dialur peneftiban pencqunaan hasil produksi TKI)
dirnaksud:

b. bahr.r,a berdasarkarr perlintbangan sebagaimana
dirnaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang penertiban penggunaan Hasil
Produksi Tanah Kas Desa (TKD) dalam Kabupaten
Batang Hari.

\.{engirgar : 1. [,'dane-U'dang Nor'or ]l rahun 1956 tentang
Pernberrtukan Daerah Otonon.r Kabupaten Dalarn
Kabupaten dalarn Lirrqkun_qan Daeiah propinsi
Surnatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nornor 25) sebagaimana diubah
dengan Undane-Undans Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pernbentukan Daerah Tingkat II Sarolangun BangkJ
darr Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaian
Ne_9ara Republik Indouesia Tahun 1965 Nornor 50.-l'anrbalran 

Lernbar.an I *\egara Republik Indonesia
Norlor 2755) :

['.rutttran l]upati. Bat on.q Httrr



2. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang

Pembeitukan 
- Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125' Tambaharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Peng-ganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentlig Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 45a8) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4139);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi

Nomor 4 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan

Kekayaan Desa, Pengurus dan pengawasan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24

Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan

Desa, Pengurus din pengawasan (Lembaran Daerah

Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 24);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006

Nomor 8).

4.

Peraturan BuPati Batang Hari



Memperhatikan : l. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 14314696/ptJoD
tanggal 9 Desember 1999 tentang Pembinaan Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan
Pendapatan Tanah Kas Desa.

2. Kepurusan Bupati Batang Hari Nomor : l9g Tahun
2003 tanggal 25 April 2003 rentang pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN
PENGGUNAAN HASIL PRODUKSI TANAH KAS
DESA (TKD) DALAM KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.

6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Batang Hari.

7. Kecamatan adalah 
'vilayah 

kerja camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten.

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain seranjutnya disebut dengan
Desaadalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten
Batang Hari.

Peraturan Bupati Batang Hari



9.

10.

12.

Pernerintalian Desa adalah penyelenggaraalt urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemeriutah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badarr Perrrusvau,aratau Desa atau yang disebut dengan nama Iain yartg
selan-iutnva disingkat dengan BPD adalah lernbaga yang tnerupakan
perwLrjudan dernokrasi pernerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Anggararr pendapatan darr Belarrja Desa selanjutnya disingkat APB Desa

adalah anggaran tahunarr dari program pemerirrtah dan petnbangunan desa

yang dijabarkan dan diterjenrahkan dalam angka-angka rupiah. \ ang

rrengandung perkiraan target pendapatan danperkiraan batas tertinggi
belania desa.

'Ianalr Kas Desa (TKD) adalah rnerupakan sutlber pendapatan dan

kekayaarr per-nerintahan desa.

BAB II
PENERTIBAN PBNGGUNAAN TKD

Pasal 2

Seluruh hasil produksi TKD digunakan oleh pemerintah Desa untuk kegiatan
pembanguuan di Desa. baik untLrk pengembangan lokasi TKD itu sendiri
lnaupurl untuk kegiatan perrrbangunan fisik lainnya di desa terhitung mulai
tanggal I Januari 2007.

Pasal 3

Bagi desa-desa yang bekerjasarna dengan pihak ke-3 (tiga) tetapi belum
tlelunasi kreditnl,a, supaya tetap melunasi dari hasil produksi TKD. sesuai

dengan perjan-iian arval dengan pihak ke-3 (tiga).

Peraturun lluyuti llotang Hori
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Pasal 4

Hasil rKD sebelum digunakan rerlebih dahulu di sirnpan pada Rekening
Bank BRI Unit masing-rnasing kecamatan.

Pasal 5

(l) Masing-masing Desa/Kelurahan harus rrrerriliki TKD minirral sebagai
berikut :

a. Kebun Karet Rakyat - 30 lla

b. Kebun Kelapa Sarvit 15 Ha

c. Sarvah/Kebun lainnva l0 Ha

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dari hasil 'rKD tersebut. a,,ar di
adrninistrasikan secara ter.tib arrtara lairr :

a. dituangkan dalanr APBD Desa.

b. dibukukan dalarrr Bukr"r Kas Unrurn dan Buku Kas per.nbanru.

c. melerrgkapirtya dengan bukti-bukti penerinraan dan pengelLraran vans
dapat dipertanggunqjarvabkan tenrasuk bukti-bukti Bank BRI itnir
Kecamatal.l.

d. melaporkan perkembangan setiap bulan kepada Bupati rnelalui Carrat.
'Pasal 

6

Dalam pengambilarr hasil rKD lang dananya disirnpan pada Bank BIil Unir
Kecarnatan harus mendapat persetujuan/rekourendasi dari carnat vans
bersangkutan. dengan melampirkarr rincian penggunaan dan berita Acara hasil
rapat yang diketalrui cilelr BPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini. sepan-jang lncngenai tcklis
pelaksanaanya akan diatur lebih lan-jut dengan KeputLrsarr Llupati

Peraturan tsupati Batang Ilari



Pasal 8

Pada saat peraturan ini berlaku maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur
tentang Penertiban Penggunaan Hasil Produksi Tanah Kas Desa (TKD) dalam
Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perrgundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang
F"lari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Padatanggal3l Januari

BUPATI BATANG HARI.

Dto.

SYAHIRSAH. SY

Diur-rdangkan di Muara Bulian

paCa tanggal 3 I Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dto.

SALIM JUFRI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHLIN 2OO7 NOMOR 4
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